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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

Mengi
1

bahwa penetapan Seluruh WIayah yang neliputi Kota Sabang
(Pulau Weh, Pulau Kl ah, Pulau Rubiah, Pulau Seul ako, Pulau
Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta
pul au-pul au kecil di sekitarnya yang terdapat di dalam
bat as-batas koordinat tertentu yang ditetapkan sebaga
Kawasan Pengenbangan Ekonom Ter padu Sabang nenpunyai posi Si
dan | okasi yang sangat strategis baik pada tingkat | okal
nasi onal maupun i nternasional ;

bahwa untuk |ebih nemaksi nal kan pel aksanaan pengem bangan
serta nenjam n kegiatan usaha di bidang pertam bangan dan
energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan
t el ekomuni kasi , per bankan, asur ansi , pariw sat a dan
bi dang- bi dang | ai nnya, dipandang perlu untuk neningkatkan
kawasan sebagai mana di maksud dal am huruf a, nenjadi Kawasan
Per dagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang;

bahwa terwij udnya penbentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pel abuhan Bebas Sabang dal am waktu yang singkat nerupakan
prioritas utama untuk nengejar penbangunan dan pengenbangan
Daerah Istinmewa Aceh sehingga manpu nenjadi pendorong dan
nodel bagi penbangunan daer ah-daerah | ai nnya di | ndonesi a;
bahwa untuk newuj udkan penbentukan Kawasan Perda-gangan
Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang dal am waktu yang singkat,
Penerintah tel ah nenetapkan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang Nonor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Per dagangan
Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud dal am
huruf a, b, ¢, dan d dipandang perlu nenetapkan Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-Undang Nonmor 2 Tahun 2000
t ent ang Kawasan Per dagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang
nmenj adi Undang- undang;

ngat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tel ah
di ubah dengan Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Penbentukan
Kot apr adj a Sabang dengan Mengubah Undang-undang Nonmor 7 Drt.
Tahun 1956 tentang Penbentukan Daerah O onom Kabupaten di
Propinsi Sumatera Utara (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 1965 Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2758 );
Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang Penerin-tahan



Daer ah (Lenbaran Negara Republi k Indonesia Tahun 1999 Nonor
60, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3839 );

*12430 4. Undang-undang Nonor 25 Tahun 1999 tentang Perinbangan
Keuangan antara Penerintah Pusat dan Daerah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 1999 Nonor 70, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3848 );

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pel aksanaan
Kei sti mewaan Propi nsi Aceh (Lenbaran Negara Republik
I ndonesia Tahun 1999 Nonmor 172, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonmor 3892 );

6. Undang-undang Nonor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel a- buhan Bebas
Menj adi Undang-undang (Lenbaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 2000 Nonor 251, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4053);

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG NOVOR 2 TAHUN 2000
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
MENJADI  UNDANG- UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonmor 2 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang (
Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonor 148, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3997) ditetapkan nenjadi Undang-undang, dan
nmel anpi r kannya sebagai bagi an yang tidak terpisahkan dari
Undang- undang ini .

Pasal 2

Undang-undang ini nul ai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desenber 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd
ABDURRAHVAN WAHI D

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desenber 2000
SEKRETARI S NEGARA REPUBLI K | NDONESI A,
ttd

DJCHAN EFFENDI
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NOMOR 37 TAHUN 2000

UMUM

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG- UNDANG

Letak Kawasan Sabang vyang wunik dan khusus nenjadi kan
posisinya begitu sentral karena dapat dijadi kan sebagai
pi ntu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa
dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesej ahteraan
rakyat | ndonesi a. Selain kawasan tersebut dapat juga
di fungsi kan sebagai sentral pengenbangan industri sarat
teknol ogi yang dapat nenberikan manfaat di masa depan dan
pengenbangan industri-industri nasa depan dengan nila
tambah yang lebih tinggi, dapat pula berfungsi sebagai
t enpat pengunpul an dan penyal uran hasil produksi dari dan ke

seluruh w | ayah I ndonesia serta negara-negara |ain.
Mengi ngat | et aknya tepat pada jal ur kapal |aut internasional
dan Asia Sel atan, maka Kawasan Sabang dan gugusan

pul au- pul au di sekitarnya dapat pula nenjadi pusat pelayanan
lalu lintas kapal internasional.

Dengan pertinbangan bahwa |etak dan peranan yang dem ki an
penting untuk nendorong peningkatan kegiatan perekonom an
dan nengingat penbentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pel abuhan Bebas Sabang nenj adi prioritas utama untuk
nmengej ar penbangunan dan pengenbangan Daerah |stinmewa Aceh,
maka Kawasan Sabang dan gugusan pul au-pul au di sekitarnya
perlu ditingkatkan fungsinya nenjadi Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang.

Ber hubung kebut uhan untuk nenetapkan Sabang sebagai Kawasan
Per dagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas sudah sangat nendesak,
Penerintah tel ah nenetapkan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang Nonmor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Per dagangan
Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945, Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
Nonmor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pel abuhan Bebas Sabang perlu di t et apkan menj adi
Undang- undang.

PASAL DEM PASAL

Pasal

Pasal

1
Cukup j el as
2
Cukup jel as
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